
BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2021

TtrNTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAI( USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR

DI KABUPATEN HALI\4AHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHtrRA TIMUR,

Menimbang : a.bahwa inrplementasi penclidikan anti korupsi cli selur1rtr jevel
jenjang penclidikan merupakan hal .!,ang sangat pe,ti.g
untuk menciptakan siswa sebagai generasi mucra ,r,r,-,gberkarakter moral antikorupsi. Maka untlrk mer,r,u;urdka,
implementasi pendidikan antikorupsi climaksuct cliperlukarrr
implementasi pendiclikan antikorupsi melalui pendiriikan
formai, non formai dan informal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksuc-i
pada huruf a, di atas, periu menetapkan peraturan l3uperti
1-enta!g Implementasi pendidikan Antil<orupsi pacla satuernPendidikan Jenjang Anak usia Dini rlan periclidikan DasErr ni
Kabupaten Halmahera Timur;

Mengingat 1. undang- undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun lggg Nomor i4o, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3s74)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor
31 Ta-hun 1999 rentsng pemherantasarr Tindak pidana
Korupsi;

2. undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Halmahera utara, Kabupaten Halmahera selatan,
Kabupaten Kepulauan sula, Kabupaten Halmahera Timur
dan Kota Tidore Kepulauan di propinsi Maruku utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
426S);

3. undang-Undang Nomor 20 rahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor
a3o 1);



F
4' Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 200s tenta,g standarNasional pendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 41, Tambahan t-embaran Negara Nomor4496) sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintahNomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan.Atas peraturanPemerintah Nomor 1g Tahun 2005 tentang standar NasionalPendidikan (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun2013 Nomor 21, Tambalian Lembaran Negara RepubrikIndonesia Nomor 5410);

5' Peraturan pemerintah Nomor rr Tahun 2aro tentangPengelola"r 
. g1', penyelenggaraan pendidikan (LembaranNegara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor S 10S),sebagaimana telah diubah dengan peraturan pernerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan
Pemerintah Nomor 7T Tahun 2010 tentang pengeroraan danPenyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara RepubiikIndonesia Tahun 201s Nomor r72, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomeir 51s7);peraturan
Pemerintah Nomor 1g rahun 2016 tentang perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor114, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor
5BB7);

6. Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Repubrik
Indonesia Nomor 6 tahun zCIrg tentang pedoman organisasi
dan Tata Kerja satuan pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 6Tahun 2o1o tentang sistem pendidikan (r,embaran Daerah
Kabupaten Halmahera Timur Tahun 20r0 Nomor 6,
Tambah.an Lembaran Daerah Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

: IMPLEMENTASI PENDIDiKANT ANTI KORUPSI PADA SATUAN
PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DANPENDIDIKAN DASAR DI KABUFATEN HALMAHPRA TIMUR,

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Halmah.era Timurl
2' Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halrniehera Timur.3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten l-lalma.hera Timur.5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kahr-rpaten Flalmzrhera

Timur.
6, Taman Ka'nak*ksrnak yang aelanjutnya clisehut TK a.clalah TK -\,ang nrla clj

Kabupaten Halmahera Timur.
7. Sekolah Dasar yang selanjutn,ya clisebut SD adalah SD ),,ang r:.cla cji

Kabupaten Halmahera Timur.



8' Sekolah Menengal- Pertama selanjutnya disebut sMp adalah sMp yang adadi Kabupaten Halmahera Timur.
9' Pendidikan formal adalah satuan pendidikan yang terdiri atas TK, SD dan

SMP Kabupaten Halmahera Timur.
13' Peserta Didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan TK, SD dan SMpKabupaten Halmahera Timur.
14' Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan. d.an tindakan

dengan nilai-nilai universal.
15' Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusunsecafa terperinci.
L6' Insersi adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam prosespembelajaran.
17' Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakteryang merupakan proses untuk menguatkan sikap unLko*psi daiam diripeserta didik pada jenjang pendidikan, TK, sb dan sup Kabupaten

Halmahera Timur.

BAB II .

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2
Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan dalam
rangka Implementasi Insersi pendidikan Antit<orupsi di oaerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3
Peraturat .-Eqp-ati Pi bertr{uan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusiayang memiliki karakter Anti korupsi yang meliputi peserta. didik pada j;i;;t
pendidikan TK, sD dan sMp di Kabupaten Haknahera Timur.

a.
b.
c.
d.
e.

Ru

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4
ang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

implementasi insersi pendidikan anti korupsi;
pelaksana implementa.si insersi pendidikan ant ikorupsi;
keqjasama;
monitoring, evaluasl dan pelaporan; dan
pembiayaan.

BAB III
IMPLBMtrNTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Paragraf 2
Umum

Pasal 5
Implementasi Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan kepada Peserta didik pacla
jenjang pendidikan TK, sD dan sMP Kabupaten Halmahera Timur.



Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 6(1) Implementasi Pendidikan Anti Korupsi pada sektor pendidikan formal disatuan pendidikan TK, sD dan sMp aiiat<sanakan paaa ;a. intrakurikuler;
b. kokurikuler; dan' c. ekstrakurikuler.

(2) Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatanutama persekolah yang dilakuka, a..rga, **rggrrakan arokasi waktu yangtelah ditentukan clalam struktur p.ogrl*. 
----

(3) Kokurikuler 
, sebagaimana dimaksud pada ayat (u huruf b adalahmerupakan kegiatan yang dimaksudkan untrrt truL' *"*p.rdalam danmenghayati materi pehjaran yang telah dipelE'ari j*r* kegiatanintrakurikuler didalam- keli.s.

(4) Ekstrakurikuler sebagaimana d^imaksud pad.a ayat (1) huruf c acialahkegiatan yang cliarahkan untuk merirperluas pengetahuan siswa,mengembangkan nilai-nilai *-t ., sikap dan menerapkan *i"r.., lebih lanjutpengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program intidan pilihan.

Komponen Implementasi pendidik"",#?#J,pui meriputi:a' Materi Pendidikan Anti korupsi disampaii<an pada jenjang pendiclikan TK,SD dan SMp.
b' Melakukan insersi.dan/atau.integrasi materi pendidikan Antikor"upsi;c' Pendidik pada jenjang PendidikJn TK, sD dan sMp meiaksanakan prosespembelajaran dengan mengintegrasikan materi pendidikan entikorupsi padasatuan pendidikani dand' Pelaksanakan publikasi terhadap Implementasi pendidikan Antikorupsi.

Lan-gkah Implemenrasi Insersi pendidtfftrlokorupsi 
:a. Insiatif merancang yaitu :

1' Menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelqjaran sesuai jenjang pepclidikanyang relevan dengan tindakan antikorufrsi dengat, ri*titapkan tujuanpembelqiaran beserta indikator pencapaiari kompetensinya danmenetapkan substansi (pengetahuan-keterarnpilan_sikap) y"rg akandibelqjarkan;
2' IVlenyusun pengalaman belqjar untuk mencapai-kompetensi yang menjaciitujuan dengan menentukari aktivitas yang ,i?6dil[-;;; peserta Didiktahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan aan konsistln serta terbiasamengamalkan di keras, sekolah, keluarga dan masy arakai;
3. Memilih media (berupa referensi, peimainan , fri, p".gura**, nyatadalam kehidupan)- yang relevan 

'untuk 
mendukr"r"; 

"ilI,it** **rriisg;menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan, r;"dalan;4' Menyusun alat penilaian yang seauai dengan tu:rianircompetensi ys.,lgakan dicapai mengacu pada indikator untut< mengendaiit r11 prou"Ipembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi Peserta Didik secaraperiodik (semester/tahun) yans mengga.mbarkan perkemhanganpencapaian hasil belqiar.

b. Mengikutsertakan Peserta Didik dalam kegiatan belajar termasukmelibatkan paRca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan
menyenangkan;

,
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c

BAB V
KERJA SAMA

(1.) Guna kelanearan pelaksanaan 1ffilili**si rnserei pendidikan Antikorupsi'' dapat dilakukan keg'a sarna dengan KPK RI dan Kemurt*.i"r,7 l,embaga/Organisasi / pemerintah Daerah.
(2) Pelaksanaan kerja $ama Implementasi Insersi pendidikan Antikorupsisebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Jil"r.*"-"i.fi^'- ***u "i denganketentuan Peraturan perundang_undangan.

Menyiapkan jejaring dengan 
, meruaskan pembelajaran Antikorupsi kesekolah, keluarga darr masyarakat serta melibatkr, 

"l*r. p*rur. melalui :1' Menyatukan pemahamin dan langkah ins€rsi clalam mata pelq'aran
sesuai jenjang pendidikan;

2' Membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter
^ Antikorupsi di tingkat sekolah antar Guru di satuan?!"?iJ;r""r;

,3- Membangun sinergi antara sekolah dan ringkungan; dan4' Membangun sinergi antara guru dengan keLmpok profesional lainnya

PELAKSANA IMPLEMENTAS,,BrvTB J-I PENDI DI KAN ANTI Ko RUPS I

(i) Implementasi Insersi Pendidik"" lX:flJrupsi sebagaimana dimaksud clalamPasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran disetiap satuan pendidikan.(2) Guru di setiap satuan p.rraiait"" U..i"g"*, 
'

a. Inisiatif merancang, merencanakan dengan matang dan membuatformat sesuai kebutuhan.
b' Membuat-aktivita" vrrls'*enarik dan menyenangkan serta melibatka,semua indera peserta Didik; danc' Menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran Antikorupsi disekolah, keluarga dan masyarakat dengan meiibattan sernua pihak.(3) Guna kelancaran implemerrta*i Insersi perioiaitan Antikorupsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala sekolah disetiap satuanpendidikan.

,

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 1 1
(1) Monitoring 93"- evaluasi pelaksanaan Implementasi insersi pendidikan

Antikorupsi dilakukan oleh Bupati.

(2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimanadimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Dinas pendiclikan.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan berkewajiban melaporkan pelaksanaan Implemerrtasi
Insersi Pendidikan Antikompsi kepada Bupati paling sedikit setiap 6 (enam)
bulan atau sewa.ktu-waktu apabila cliper{ukan 

"
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BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

legala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini
dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Haimahera Timur;
dan

b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggar di.und.angkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
14 Xunr 2021

RA TIMUR,

D YAKUB
Diundangkan di Maba
pada tanggal I 1 Junr 2021

S DAERAH
HALMAHERA TIMUR

RICHFAT.ST.MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2O2I NOMOR..5I

I

'1, - .1

CKY


